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The concept of human rights is a long-standing thing in human life on earth. The study of human rights in 
the form of thought has existed since the time of the Greeks. In Indonesia Law No. 39 of 1999 on Human 
Rights states that human rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of human 
beings as creatures of God Almighty and is a gift that is obliged to be respected, upheld and protected by 
the State, government and every person for the honor and protection of human dignity and dignity. The 
freedom of personal belonging to it which represents independence presupposes public opinion without 
interference, obstacles, interference and pressure. In practice there are still rulers who do not provide a 
good room for the delivery of this right. Enforcement of the rules of freedom of expression is still a 
struggle so that the goal can be achieved. 
 





HAM secara konseptual dapat dilihat sebagai 
suatu proses evolusi.  Walaupun sebagian 
sarjana menganggap bahwa konsep HAM 
merupakan konsep yang masih baru, namun 
menurut Paine, ide dan pemikiran yang 
berkenaan dengan HAM sudah dapat dilihat 
kenyataannya sejak manusia itu lahir. 
Kebanyakan sarjana menganggap keberadaan 
HAM sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, 
terutama berdasarkan pemikiran HAM yang 
dibawa oleh golongan Stoicisme Yunani 
berkenaan dengan hukum-hukum alam atau 
natural law. Malah ada beberapa sarjana 
mengatakan bahwa hak kebebasan berkumpul 
juga sudah dipraktekan sejak zaman Romawi. 
Negara menjamin Hak kebebasan pribadi 
yang dituangkan dalam Undang-undang No. 39 
Tahun 1999 tentang HAM, dikatakan bahwa 
HAM adalah seperangkat hak yang melekat 
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, 
pemerintah dan setiap orang demi kehormatan 
serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 
Seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak 
seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, 
hak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun 
jasmani, hak untuk bebas memeluk agama 
masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu, hak orang 
bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan 
politiknya, hak orang untuk bebas untuk 
mempunyai, mengeluarkan dan 
menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati  
nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui 
media cetak maupun elektronik dengan 
,memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, 
ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan 
bangsa, hak untuk berkumpul, berapat, dan 
berserikat untuk maksud-maksud damai, hak 
untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk 
maksud-maksud damai, hak untuk setiap warga 
Negara atau kelompok masyarakat mendirikan 
partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau 
organisasi lainnya untuk berperan serta dalam 
jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan 
Negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, 
penegakan dan pemajuan HAM sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, berhak untuk 
menyampaikan pendapat dimuka umum, 
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termasuk hak untuk mogok sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 
Salah satu dari HAM itu adalah hak untuk 
berkumpul, berapat, dan berserikat serta 
menyampaikan pendapat dimuka umum.  Pada 
pasal 24 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, 
disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk 
berkumpul, berapat, dan berserikat untuk 
maksud-maksud damai.  Setiap warga negara 
atau kelompok masyarakat berhak mendirikan 
Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat 
(Organisasi Non Pemerintah) atau organisasi 
lainnya untuk berperan serta dalam jalannya 
pemerintahan dan penyelenggaraan Negara 
sejalan dengan tuntutan perlindungan, 
penegakan, dan pemajuan HAM sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kemudian pada pasal 25 dikatakan Setiap 
orang berhak untuk menyampaikan pendapat 
dimuka umum, termasuk hak untuk mogok 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
Pasal 24 dan 25 inilah yang akan menjadi focus 
permasalahan yang akan diuraikan dalam tulisan 
ini. Dari tersebut, maka permasalahan dapat 
dirumuskan  Apakah Negara memberikan  





1. Penegakan Ham Pada Realitas Politik 
Indonesia 
a. Perdebatan Antara Kepentingan Masyarakat 
dan Politik 
Ketika rumusan konsultasi tentang HAM 
dianggap merupakan hasil kompromi dari dua 
pendapat yang berlainan yakni Soekarno dan 
Soepomo pada satu pihak serta Hatta dan Yamin 
pada pihak lain.  Soekarno dan Soepomo 
menolak masuknya ketentuan tentang HAM di 
dalam konstitusi karena menurut mereka 
Indonesia akan dibangun berdasar paham 
Negara kekeluargaan dan bukan Negara yang 
didasarkan pada individualism, sedangkan Hatta 
dan Yamin mengusulkan dimasukkannya HAM 
didalam konstitusi guna menghindari 
penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hak-
hak rakyat oleh para penyelenggara Negara. 
b. Gerakan HAM dan Kebijakan Pemerintah di 
Indonesia 
Gerakan HAM di Indonesia dimulai dari 
perjalanan para pemimpinnya. Dimasa rezim 
Soekarno, pelanggaran HAM secara signifikan 
banyak sekali terjadi.  Hal itu dimungkinkan 
berdasarkan Penpres 11/1963 tentang subversi.  
Penpres tersebut telah membatasi segala gerak 
dan kreasi seseorang dalam melakukan 
aktivitasnya sehari-hari.  Bergantinya rezim 
Soekarno ke Soeharto telah memberikan 
secercah harapan untuk penegakan dan 
penghormatan HAM.  Hal tersebut dapat dilihat 
dalam eputusan Pimpinan MPRS No. 
241B/1967 tanggal 6 Maret 1967 tentang hasil 
kerja Panitia Ad Hoc yaitu Rancangan Piagam 
HAM dan Hak serta Kewajiban Warga Negara. 
Di era Soekarno hanya satu konvensi 
HAM yang disahkan yaitu Hak Politik Wanita 
(Convention on the Political Rights of Women) 
dengan UU No. 68/1958.  Namun konvensi yang 
tergolong dalam katagori HAM dan telah 
disahkan adalah (a) Konvensi Organisasi 
Ketenagakerjaan Internasional (ILO) seperti 
Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi 
dan Berunding (ILO Convention No. 98 on 
Rights to Organize and Collective Bargaining), 
dengan UU No. 18/1956, dan (b) Konvensi ILO 
No. 100 tentang pengupahan bagi Laki-laki dan 
Perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya 
(ILO Convention No.100 on equal renemuration 
for Men dan Women workers for work of Equal 
Value) dengan UU No.80/1957. 
Yang lebih menarik lagi pada zaman 
Soekarno ini adalah ketika pada tanggal 5 Juli 
1959,  Soekarno selalu Presiden Republik 
Indonesia mencabut UUDS (Undang-Undang 
Dasar Sementara) yang telah berlaku sejak 1950 
dan menyatakan bahwa UUD 1945 berlaku 
kembali.  Beliau juga menghapus Majelis 
konstituante yang dipilih dan dibentuk 5 tahun 
sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan 
bahwa Presiden Soekarno merupakan pemimpin 
yang tidak demokratis, sesungguhnya, UUDS 
memuat lebih dari 30 pasal mengenai HAM.  
Ada pendapat mengatakan bahwa UUDS ini 
terlalu liberal, terutama berkaitan dari sudut 
pandang militer.  Sementara militer Indonesia 
memegang peranan penting dalam Dekrit 
Presiden 1959.  Tampaknya Indonesia memang 
mewarisi feodalisme kolonialis Belanda dan 
beberapa system feodal Negara-negara lain yang 
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pernah ada di Indonesia.  Sehingga HAM pada 
saat itu merupakan suatu kemewahan walaupun 
konstitusi telah menyentuh HAM (Alkostar, 
2004:3) 
Artidjo Alkostar mengatakan bahwa pada 
tahun 1965, Presiden Soekarno digantikan 
Jenderal Soeharto, dan selanjutnya Soeharto 
membentuk kabinet dengan sebutan Orde Baru.  
Dimana pada orde Baru ini pemerintahan 
difokuskan pada pembangunan ekonomi, hal ini 
tidak terlepas dari adanya seminar ABRI diawal 
pemerintahan Soeharto yang merekomendasikan 
bahwa jika kita ingin membangun ekonomi, 
maka demokrasi dan HAM harus ditinggalkan, 
begitu juga sebaliknya.  Artinya adalah jika 
pembangunan menjadi prioritas dalam kebijakan 
Negara, maka eksistensi demokrasi dan HAM 
harus mengalah dan dinomor duakan dalam 
segala bentuk kebijakan.  Ternyata Soeharto 
memilih memprioritaskan kebijakannya pada 
pembangunan ekonomi.  Pada pemerintahan 
Soeharto ini juga ada mencantumkan demokrasi 
yang mereka sebut sebagai “Demokrasi 
Terpimpin”.  Karena mengutamakan kebijakan 
dibidang ekonomi, sehingga gerakan yang 
mengarah pada perjuangan demokrasi yang 
sebenarnya dan gerakan perjuangan HAM 
banyak menjadi korban dan ditindas.  Pada saat 
itu ada beberapa Surat Kabar Harian (SKH) 
yang menjadi korban dan diberangus oleh 
kekejaman Soeharto, diantaranya SKH ABADI, 
INDONESIA RAYA, PEDOMAN dll.  
Beberapa majalah juga mengalami nasib yang 
sama. 
Dimasa rezim Soeharto kondisi 
penghormatan dan pemajuan HAM boleh 
dikatakan berjalan ditempat, karena tidak ada 
hal-hal signifikan yang terjadi, kecuali telah 
disahkannya 3 konvensi HAM, yaitu : 
a.  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap perempuan 
(Convention on the Elemination of all 
forms of Discrimination Againts 
Women) dengan UU No. 7/1984 
b. Konvensi Internasional Menentang 
Apartheid dalam olahraga 
(International Convention Againts 
Apartheid in Sport) dengan Keppres 
No. 48/1993. 
c.  Konvensi Hak Anak (Convention on 
the Rights of the Child) dengan 
Keppres No. 36/1990. 
Pada masa pemerintahan Habibie yang 
hanya 15 bulan, penghormatan dan pemajuan 
HAM telah menemukan momentumnya dengan 
Ketetapan       MPR No. XVII/MPR/1998 
tentang HAM dan disahkannya sejumlah 
Konvensi HAM. Selain itu sebagai cermin dari 
kesungguhan untuk memajukan dan 
menghormati HAM pada masa Habibie, DPR 
telah menyetujui sejumlah UU Nasional, yaitu : 
a.  UU No.8/1999 tentang Kebebasan 
Menyatakan Pendapat 
b. UU No.39/1999 tentang HAM 
c.  UU No.2/1999 tentang Partai Politik 
d. UU No.3/1999 tentang Pemilihan 
Umum 
e.  UU No.26/1999 tentang Pencabutan 
UU/Penpres No.11/1963 
Pada masa pemerintahan Gus Dur, upaya 
pemajuan dan perlindungan HAM lebih 
ditingkatkan dan mendapat perhatian cukup 
serius.  Hal ini dapat dilihat dari upaya 
menyempurnakan RAN-HAM yang dilakukan 
Departemen luar Negeri sebagai Koordinator 
RAN-HAM bekerja sama dengan 
Departemen/lembaga/institute terkait lainnya, 
dan pembentukan lembaga baru Menteri Negara 
Urusan HAM yang berdasarkan hasil reshuffle 
kabinet bulan Agustus 2000 berada dibawah 
Departemen Kehakiman dan HAM.  
Terbentuknya Menneg-HAM dalam Kabinet 
Gus Dur telah memunculkan nuansa baru dalam 
pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. 
Gerakan HAM pada Era Gus Dur ini maju 
pesat, dimana beberapa NGO yang bergerak di 
HAM semakin banyak yang didukung oleh 
NGO-NGO asing sebagai partnership.  Disisi 
lain sensitifitas dan dorongan rakyat Indonesia 
serta dukungan pemerintahan Abdurrahman 
Wahid, membuat gerakan HAM semakin besar 
di Indonesia, dimana puncak dari gerakan HAM 
tersebut adalah lahirnya UU No.26 tahun 2000 
tentang Pengadilan HAM. 
 
2. Eksistensi HAM Pada Pergeseran dan 
Perjalanan Konstitusi 
Eksistensi HAM dalam konstitusi menurut 
beberapa ahli sangatlah penting sebagaimana 
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dikatakan oleh Sri Soemantri bahwa adanya 
jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga 
Negara mengandung arti bahwa setiap penguasa 
dalam Negara tidak dapat dan tidak boleh 
bertindak sewenang-wenang kepada warga 
negaranya.  Bahkan adanya hak-hak dasar itu 
juga mempunyai arti adanya keseimbangan 
dalam Negara.(Soemantri S 1992:72).  Dari apa 
yang dikatakan oleh Sri Soemantri tersebut 
diatas jelas sekali bahwa eksistensi HAM dalam 
konstitusi adalah merupakan syarat sebuah 
Negara Hukum. 
Hal ini diperkuat oleh pendapat guru besar 
Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara 
M. Solly Lubis, dimana beliau mengatakan 
bahwa menurut ajaran umum, salah satu dari 
syarat Negara Hukum ialah adanya jaminan atas 
HAM.  jaminan ini harus terbaca atau tertafsir 
dari konstitusi yang berlaku, apakah ia konstitusi 
tertulis maupun yang tak tertulis.(Lubis, S. 
2002:94) 
Kemudian eksistensi HAM dalam 
konstitusi terdapat beberapa persepsi.  Majda El-
Muhtaj menguraikan beberapa hal pengakuan 
HAM pada perjalanan sejarah konstitusi di 
Indonesia, adanya pandangan yang berbeda 
tentang pengakuan dan jaminan atas HAM.  
dikatakan bahwa setidaknya ada tiga kelompok 
pandangan, yakni: Pertama, mereka yang 
berpandangan bahwa UUD 1945 tidak 
memberikan jaminan batas HAM secara 
komprehensif, Kedua, mereka yang 
berpandangan UUD 1945 memberikan jaminan 
atas HAM secara komprehensif; dan Ketiga, 
berpandangan bahwa UUD 1945 hanya 
memberikan pokok-pokok jaminan atas HAM. 
 
3. Hak Kebebasan Pribadi di Indonesia 
Harold Hongju Koh menulis, Internalisasi 
hukum muncul ketika suatu norma internasional 
diadopsi kedalam system hukum nasional 
melalui kebijakan eksekutif, interpretasi hukum, 
kebijakan parlemen atau beberapa kombinasi 
dari ketiganya. Internalisasi hukum dapat 
muncul ketiga litigasi domestic mendorong 
penyatuan hukum dari norma HAM baik secara 
implisit, dengan mengambil peraturan yang 
sudah ada yang konsisten dengan norma HAM 
internasional.  Seperti adanya ketentuan HAM 
yang berkenaan tentang Hak kebebasan Pribadi, 
dimana hak kebebasan pribadi ini juga 
merupakan adopsi dari ketentuan internasional 
tentang HAM.(Koh, 1997:290) 
Pada Pasal 28 F UUD 1945 juga 
memberikan pernyataan dimana dikatakan 
bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi 
dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 
dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 
Kebebasan pribadi senantiasa menjadi 
sebuah perdebatan penting.  Apabila persoalan 
berkenaan dengan bentuk tuntutan kebebasan 
yang diperlukan bagi kesejahteraan manusia 
sejagat dibangkitkan.  Dalam sebuah Negara 
yang menganut pemerintahan system demokrasi, 
kebebasan pribadi adalah salah satu tuntutan 
asas dalam system tersebut.  System ini 
menjamin hak rakyat menyatakan pendapat dan 
bersuara dalam pembentukan undang-undang 
dan dasar-dasar Negara yang akan dilaksanakan 
ke atas mereka. 
Pasal 23 UU No.39 Tahun 1999 tentang 
HAM, dimana daripada itu dikatakan bahwa 
setiap orang bebas untuk memilih dan 
mempunyai keyakinan politiknya.  Setiap orang 
bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan 
menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya 
secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak 
maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-
nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan 
umum dan keutuhan bangsa.  Setiap orang 
berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat 
untuk maksud-maksud damai.  Setiap warga 
Negara atau kelompok masyarakat berhak 
mendirikan partai politik, lembaga swadaya 
masyarakat atau organisasi lainnya untuk 
berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan 
penyelenggaraan Negara sejalan dengan tuntutan 
perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Gerakan HAM di Indonesia banyak 
dilakukan NGO-NGO baik local maupun 
bermitra NGO asing.  Selain itu gerakan dari 
organisasi liberal juga melakukan advokasi 
terhadap HAM terutama yang berkenaan dengan 
Hak Kebebasan Pribadi. Dalam hak kebebasan 
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pribadi juga termuat tentang adanya hak untuk 
menyampaikan pendapat, sebagaimana dimuat 
dalam beberapa pasal yang diantaranya adalah 
Pasal 25 UU No.39 Tahun 1999 yang dikatakan 
bahwa : Setiap orang berhak untuk 
menyampaikan pendapat dimuka umum, 
termasuk hak untuk mogok sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kemerdekaan menyampaikan pendapat 
dimuka umum adalah salah satu hak-HAM 
(HAM) yang dikelompokkan dalam hak 
kebebasan pribadi, hak ini merupakan 
kemerdekaan dasar setiap manusia sejak 
dilahirkan ke dalam dunia yang harus mendapat 
jaminan dan perlindungan hukum dari Negara, 
Karena setiap manusia itu lahir merdeka dan 
ditakdirkan hidup merdeka.  Lahir merdeka 
artinya merdeka dalam hal mengeluarkan 
pendapat, menguasai miliknya dan sebagainya.  
Dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM 
disebut dalam Pasal 25 bahwa setiap orang 
berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka 
umum, termasuk hak untuk mogok sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Kemerdekaan menyampaikan pendapat 
dimuka umum tanpa mengalami gangguan, 
hambatan, campur tangan dan tekanan (Right to 
hold opinion without intervence) merupakan 
salah satu prinsip dasar dalam penegakan hak-
HAM yang diakui oleh umat manusia diseluruh 
dunia.  Proses penggunaan hak kemerdekaan 
menyampaikan pendapat dilakukan warga dan 
masyarakat tidak boleh sampai mengganggu 
kebebasan atau hak asasi warga dan masyarakat 
lain yang perlu juga dilindungi terutama hak 
kemerdekaan, keamanan, ketertiban, keadilan 
dan kesejahteraan.  
Sebenarnya kemerdekaan menyampaikan 
pendapat dimuka umum merupakan salah satu 
HAM, namun sering dijumpai pihak penguasa 
tidak memberikan ruang yang baik atas 
penyampaian hak ini, sehingga sering terjadi 
bentrok antara masyarakat yang menyampaikan 
hak bersuara mereka dengan aparat penegak 
hukum seperti kepolisian.  Bentrok seperti ini 
selalu mewarnai kondisi sosial politik di 
Indonesia. 
Padahal dalam konsiderannya Undang-
Undang No. 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka 
Umum, menjelaskan bahwa: kemerdekaan 
meyampaikan pendapat dimuka umum adalah 
HAM yang dijunjung Undang-Undang Dasar 
1945, bahwa kemerdekaan setiap warga Negara 
untuk menyampaikan pendapat di muka umum 
merupakan perwujudan demokrasi dalam 
tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 
Kebebasan menyampaikan pendapat di 
depan umum ini ditegaskan kembali dalam 
Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang 
HAM dengan legal spirit antara lain bahwa 
HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati 
melekat pada diri manusia, bersifat universal dan 
langgeng.  Oleh karena itu harus dilindungi, 
dihormati, dipertahankan dan tidak boleh 
diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh 
siapapun.  
Pasal 23 ayat (2) menyebutkan setiap 
orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan 
menyebarluaskan pendapat sesuai hati 
nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui 
media cetak maupun elektronik dengan 
memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, 
ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan 
bangsa.  Pasal 24 ayat (1) menyebutkan, setiap 
orang berhak berkumpul, berapat dan berserikat 
di muka umum, termasuk hak untuk mogok 




Dari pembahasan diatas dapatlah 
disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia 
baik dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 1945 maupun 
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang HAM telah menjamin Hak 
Kebebasan Pribadi di Indonesia, seperti hak 
untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi, berkeyakinan politik, menyampaikan 
pendapat yang merupakan berwujudan 
demokrasi dalam tatanan kehidupan berbangsan 
dan bernegara., namun didalam kehidupan 
dimasyarakat sering ditemui adanya pembatasan 
oleh pihak penguasa, sehingga dapat 
menimbulkan bentrok didalam masyarakat.  
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